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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOMWESIA
MOMOR 137 TAHUN 1331
TENTARNG
PEMBUKAAN DAN PEMEGERIAN MADRASAH

MENTER1 AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam manunjang pembangunan MHasional di bidang
pendidikan, dipandang perlu dilaklUkan pambukaan dan
penegerian Madrasah sebagal mode], motivasi dan pemh1na
Madrasah swasta disekitarnya.

1. Undang-Undang Monor 2 tahun 198% tentang Siastam
Pendidikan Nasional;

s  pParaturan Pemerintan Republik Indonesia Numar 28
tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

1. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namor 29
tahun 1980 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden Republik Indones ia - Nomar 44
tahun 1974 tentang Pokok = pokok Organtsasi
Departeman;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia MNomor 135 Lahun
1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Rerja
Departemen yang talah giuban dan toerakhir dengan
Keputusan Presiden Republik indonesia Momor 8 tahun
1891;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama JMenteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor w b
tahun 1975, Homor 037/U/1975 dan Nomor 36 ‘tahur 1975
tantang Paningkat&n Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Mentaeri Agama HNo 18 tahun 1975 tantang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depdartemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan, tarakhir dangan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 18984 .

Pendayagunaan Aparatur Megara
dengan surat Momor B-387,/I/81 tanggal & Heil 1891,

. MEMUTWUSKAHN

KEPUTUSAHN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PEMEGERIAN MADRASAH.

Mambuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tarcantum
dalam Lampiran I dan I1 Keputusan ini;



ia Haduduhan- , tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan
Tata Kerja Hadrlsah Ibtidaiyanh HNageri diatur
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan _Menteri Agama
Mamor [5 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 8;

aa . Kedudukan, tugas dan fungei, susunan Organisasi den
Tata Karja Madrasah Teanawiyah NHageri diatur -
sebagaimana ditetapkan dalam Kepulusan Menteri Agama b
Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

npat . Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan, Organisasi dan

Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Manteri Agama Nomor 17 tahun
1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 39;

L ima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur olaeh
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

nam 1 Sajak barlakunya Keputusan 1inl Jumlah Madrasah
Ibtidaiyah MNegeri dari 378 buah manjadi #42 buah,
jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi

452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Hegari dari V87
buah menjadi 201 buah;

I 5 : Dangan bqrgukunyu Keputusan inl, maka segala ketantuan
yang bertehtangan dinyataran tidak berlaku;
ielapan ‘Keputusan ini mulai berlaku pada taunggal ditatapkan.
L]
kan di : Jakarta
ngogal - 11 Juli 19391 '

1 AGAMA RI

eambusan :
. Menko KESRA di Jakarta;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

., Menteri Dalam Megeri di Jakarta;

. Manteri Keuangan di Jakarta; _
vgpala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
omisi IX DPR-RI di Jakarta; e
Ditjan Anggaran Depgrtemen Keuangan di Jakarta, _ )
Sekjan/Para Djrjanflrjanfﬁabnlitbang agama/staf Ahli  Mentar
Agama; :
Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonsseia; ;

O.Para Kapala 31rnfDlrahtur;Inupuhtur;hupunliLUang g BT /Sakretaris/
Kapusdiklat Pegawai di 1inglungun Departamen Agama di Jakarta;

i1.Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agami Propinsi/ selingkat disaluruh
Indonasia; J-”

|2.Para Kepala Kantor Dep.Agama/Kodya di selurunh ILhdoresia;

13.Kantor Perbendaharaan dan Kas Hegara di Jakarba

14.Biro Hukum dan Humas Departamen Agama.
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